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ABSTRAK

Perjanjian sewa- men
yewa mobil timbul akibat proses perkembangan pembangunan di dunia bisnis, hal
ini juga membantu masyarakat luas untuk membuka usaha seperti penyewaan
mobil yang mempunyaistujuan untuk kesejahteraan dissetiap individu masyarakat.
Sehingga dalam pelaksanaan-sering menimbulkan sesuatu-permasalahan dimana
penyewa melakukan wanprestasi terhadap isi surar perjanjian.sewa- menyewa
yang telah dibuat antara pithak yang menyewakan mobil dengan pihak penyewa.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi
perjanjian sewa- menyewa mobhil antara PT. ACR RENT CAR dengan penyewa
dan bagaimana penyelesaian ‘sengketa terhadap ‘wanprestasi oleh penyewa dalam
pelaksanaansewa- menyewa mobil pada PT. ACR RENT CAR.

Metode penelitian yang digunakan adalah Sosiologi Hukum yaitu dengan
cara survey, yaitu penelitian langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan
alat pengumpulan data berupa wawancara yang dihubungkan dengan peraturan
perundang- undangan dan pendapat para ahli serta dasar perjanjian sewa-
menyewa yang sudah ada. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif yaitu
memberikan gambaran suatu kejadian yang terjadi secara jelas dan terperinci
tentang penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sewa- menyewa
mobil pada PT.ACR RENT CAR.

Dalam hasil penelitian.yang dilakukan. penulis, ‘hak dan kewajiban para
pihak dalam pelaksanaan sewa- menyewa mobil pada PT. ACR RENT CAR telah
dilaksanakan sebagaimana mestinya yang tertuang dalam isi perjanjian sewa-
menyewa mobil di PT. ACR.RENT CAR, yaitu pihak yang menyewakan berhak
menerima fotocopy KTP/SIM/KK' dari jpenyewa; menerima_barang jaminan dari
penyewa, dan menerima uang sewa sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan
dalam isi perjanjian sewa- menyewa mobil, dan menyerahkan mobil yang
disewakan kepada penyewa yang menjadi hak dari penyewa, dengan kewajiban
memberikan fotocopy KTP/SIM/KK dan barang jaminan kepada pemberi sewa,
menggunakan mobil sesual dengan tujuan yang diberikan berdasarkan isi
perjanjian sewa- menyewa. mobil, dan membayar-harga sewa pada waktu yang
telah disepakati bersama dengan_bentuk ‘pertanggungjawaban para pihak dalam
pelaksanaan sewa-menyewa maobil PT. ACR RENT CAR. Dan adapun
penyelesaian sengketa terhadap wanprestasi oleh penyewa dalam pelaksanaan
perjanjian sewa- menyewa mobil pada PT. ACR RENT CAR dilakukan secara
kekeluargaan atau dilakukan secara non litigasi, yaitu penyelesaian perkara diluar
pengadilan dengan mengedepankan rasa kebersamaan dan kekeluargaan antara
penyewa dan pemberi sewa.

Kata Kunci: Perjanjian, Sewa, Wanprestasi.
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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr.Wb

Puji dan syukur, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat
rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi_ini. Selanjutnya
salawat beriring salam tak lupa pula penulis haturkan kepada junjungan Nabi
besar Muhammad SAW.,.yang-telah berhasil “membawa umatnya dari zaman
kebodohan kealam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Guna memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada
Universitas Islam Riau, maka penulis diharuskan untuk membuat suatu karya
ilmiah dalam bentuk skripsi. Pada kesempatan ini penulis membuat skripsi yang
berjudul “Implementasi Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil Antara PT. ACR
Rent Car Dengan Penyewa Di Kota Pekanbaru”.

Alasan penulis mengambil judul.ini, didasarkan atas beberapa hambatan
yang sering terjadi dalam pelaksanaan sewa menyewa mobil, faktor-faktor
penyebab wanprestasi dari penyewa, serta mengenai penyelesaian wanprestasi
pada PT. ACR Rent Car. Hambatan yang sering kali terjadi dalam pelaksanaan
sewa menyewa pada PT. ACR Rent Car secara garis besar adalah wanprestasi
oleh penyewa, seperti keterlambatan dalam pengembalian mobil dimana pihak
penyewa dalam mengembalikan mobil lewat dari jangka waktu yang telah
ditentukan serta memindah tangankan hak sewa kepada pihak lain yang tidak
tercantum dalam perjanjian.

Dalam penulisan skripsi, penulis banyak mendapatkan bantuan baik secara

moril maupun materil. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

' “ bangunan sektor.tr ‘ membutuhkan standar

sistem rtasi ‘ !H"um“‘ .& satu cara
<

untuk : ni melalui

menjadi salah
satu pusat Sumatera, yang
merupakan asl dan urbanisasi
yang pesat, era a dari 1sa ke _. ' '. e ‘ darat nya kian
meningkat. Rata-rata masya : n kehidupan sehari-hari

menggunak ransp i 08 aktivi nsportasi darat salah

tersebut.

Adanya kendaraan roda 4 (empat ) seperti hal nya Mobil di Kota
Pekanbaru sebagai kendaraan roda empat atau kendaraan transportasi darat
berdampak pada tingkat kepuasan masyarakat akan kebutuhan sehari- harinya
seperti sarana untuk berangkat bekerja, sarana untuk bepergian liburan, dan masih

banyak lainnya. Guna mewujudkan keperluan masyarakat, satu orang atau
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beberapa orang lebih mampu membangun badan usaha yang fokus pada usaha
penyewaan jasa angkutan mobil atau biasa di sebut oleh masyarakat dengan istilah

Usaha Rental Mobil.

e

dari itu biaya operasional ¢

dengan penyedia jasa sewa mobil dalam hal pembelian mobil.

Dengan demikian, pihak penyedia jasa sewa hendaklah menyerahkan
mobil yang disewakan dalam kondisi layak untuk dikendarai oleh pihak penyewa.
Salah satu penyedia jasa sewa atau pinjam mobil di Kota Pekanbaru yaitu PT.

ACR RENT CAR.



PT. ACR RENT CAR berdomisili di JI. Soekarno Hatta No. 148
Pekanbaru. PT. ACR RENT CAR adalah badan usaha yang berbadan hukum
yang khusus bergerak di bagian penyedia jasa angkutan yang beroperasional di
Kota Pekanbaru, dengan cara:memberikan sewa mobil kepada orang-orang atau
kelompok orang yang akan menggunakan jasa sewa mobil. Sebelum pihak PT.
ACR RENT CAR menyewakan-kendaraan kepada penyewa, kedua belah pihak
atau lebih, terlebih dahulu harus mencapai kesepakatan, dan kesepakatan ini yang
merupakan kewenangan dan keharusan bersama. Maksudnya korelasi antar tautan
sewa menyewa dan atau rental yang dibentuk berdasarkan persetujuan antar kedua
belah pihak secara tidak langsung melahirkan hak dan suatu kewenangan dan

keharusan bagi-kedua belah pihak.

Oleh karena itu, keharusan yang harus di penuhi bagi pihak penyedia jasa
sewa mobil secara langsung akan.menjadi-kewenangan bagi si penyewa, dan yang
menjadi keharusan bagi penyewa akan menjadi kekuasaan bagi pihak penyedia
jasa sewa mobil. Berdasarkam kondisi nyata di lapangan, banyak sekali
masyarakat khususnya Kota Pekanbaru, banyak-memiliki kendaraan roda empat
yang menyewakan kendaraannya kepada pihak yang membutuhkan jasa sewa
mobil. Umumnya disewakan baik secara harian, mingguan, bulanan, dan bahkan

tahunan.

Proses mendapatkan kendaraan sangat mudah. Calon penyewa hanya perlu
menghubungi pemiliknya atau langsung mendatangi lokasi untuk menanyakan
syaratnya dan bagaimana kondisinya. Syarat yang harus dicukupkan oleh pihak

penyewa diantaranya dengan memberikan fotokopi KTP, fotokopi KK, serta
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rekening listrik, sesuai dengan perjanjian yang dilakukan bersama hingga
mencapai sebuah kesepakan antara pemilik mobil ( penyedia jasa sewa ) dengan

pihak penyewa. Dan pada saat penyerahan kendaraan mobil dikenakan biaya

layak jal

L

negoisasi u
pihak. Sela
mendapatka

Perjanjian se
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antar kedua

apabila terjadi sewaktu-waktu al-hal diluar dugaan seperti halnya
wanprestasi. Bahwa setelah persetujuan antara penyewa dan pihak penyedia jasa
rental, maka dilakukan penyerahan dan penerimaan mobil antara penyewa dan

pihak penyedia jasa rental mobil tersebut.

Selain itu, dalam pelaksanaan perjanjian para pihak harus memperhatikan

beberapa faktor, yaitu berupa norma hukum sebagai pedoman para pihak dalam
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melaksanakan perjanjian. Meliputi Undang-Undang, adat, kebiasaaan, dan
kepatutan. Selain itu, keseluruhan perjanjian ini di laksanakan dengan i’tikad

baik. Namun, pada sistem Hukum Indonesia, terdapat tarik ulur antara dua prinsip

penting, Yyaitu ar da. Akan tetapi

akni antara

“Ketika seseors encapa ﬁ itu  kebendaan
(perjanjian
dapat ditin
dikatakan s
jenisnya apa, «dapat a pat di jumlah”.

(Asyhadie, 2

@
berbunyi “Semua perja Q t‘ ‘QP' Undang-Undang bagi mereka
yang membuatnya, disini Siapa pu beri kebebasan berkontrak dan ditaati
olehnya, karena itu sebagai undang-undang baginya untuk membuat kontrak

diperlukan ketelitian™. (Caesar, 2014: 1)

Adapun ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata “Semua persetujuan yang
dibuat secara sah sesuai dengan Undang-undang mengikat para pihak yang

membuatnya”.  Ketentuan norma dalam pasal tersebut merupakan
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landasan/pedoman bagi para pihak yang berperkara di pengadilan dengan kondisi
yang menyatakan jika pihak lawan telah melakukan wanprestasi dan untuk

membuktikan argument-argument nya pada gugatan maupun jawaban.

keinginan para . : an bagaimana

pihaknya an, dili -~ ate : abnya dalam

berdasarkan atas suatu hak yang di kemukakan oleh orang pihak ketiga itu,
penyewa dapat meminta penyewa mengurangi uang sewa secara proporsional.

(Subekti, 1995:45)

Menurut R.M Suryodingrat (1982:51) Persetujuan sewa menyewa

merupakan sebuah Kesepakatan konsensuil atau adanya kesepekatan, namun
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Undang-undang membedakan antara kesepakatan sewa menyewa secara tertulis

dengan kesepakatan sewa menyewa secara lisan, sebagai berikut :

1. Sebuah perjanjian akan selesai demi hukum bila waktu yang telah ditentukan

ah kontrak, dan

2 dengan lisan

ah satu pihak

pertimbangkan

ian diperlukan

4(empat) e epekat mereka ya an dirinya, Dua,

Kecakapan d. ntu, dan Empat,
Suatu sebab atau.ce halal>”. r
Pard

Syarat pe : ¢ e gkan syarat ketiga

dan keempat mert dapat cacad keinginan

meliputi (keliru, paksa dak cakap untuk melakuka

perjanjian menimbulkan akibat dapa alkan persetujuan. Jika objeknya tidak
dapat ditentukan atau causanya tidak halal persetujuannya adalah batal. (Setiawan,

1978: 57)

Tercapainya Kata sepakat pada sebuah perjanjian memiliki makna jika

kedua belah pihak harus memiliki kebebasan kehendak. Para pihak tidak berada di
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bawah tekanan dan pengaruh apapun yang menimbulkan adanya “cacad” dalam

pelaksanaan kesepakatan tersebut. (Kansil, 2000: 223)

Wanprestasi yang dilakukan oleh si penyewa,terhadap PT ACR RENT

2. misalnya
ktu sewa yang

disepaka
3.  Ketentuan-k : Q-‘ erjanjian, seperti
ak termasuk atau
parkan, ingkar janji dalam
pengaktualan kontrak merup sebuah kesepakatan carter, yang

biasanya disebabkan oleh kesalahan penyewa, meskipun dalam beberapa kasus
hal tersebut disebabkan oleh keadaan penyewa, meskipun dalam beberapa kasus
hal tersebut disebabkan oleh keadaan penyewa yang tidak dapat dihindari, yang
berujung pada wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa tersebut. Namun
nyatanya, gejala ditemui di lokasi kejadian bukan hanya kelalaian saja, melainkan

juga jika pihak pemberi sewa sudah tidak mampu lagi menjalankan kewajibannya



sebagai penyewa dalam mengembalikan mobil kepada pemilik, dan sebelum
mobil sewaan tersebut diambil paksa, maka mereka melakukan prilaku tidak
terpuji seperti halnya menukar peralatan dengan perkakas mobil ori dengan
perkakas mobil yang berbeda.

Pada dasarnya sebuah manifestasi dari kesepakatan menyewa mobil
melahirkan kewenangan dan. keharusan yang , timbal balik antara pihak-pihak
secara tidak langsung mengharuskan pihak-pinak™ tersebut terkait dengan
kesepakatan yang dicapai pada saat perjanjian tersebut dilaksanakan. Umumnya,
ketika perjanjian kontrak dilaksanakan pada PT. ACR RENT CAR, kendala kedua
belah pihak untuk berpartisipasi biasanya adalah pelanggaran oleh pihak penyewa,
misalnya keterlambatan penyerahan mobil (obyek penelitian) ketika pihak yang
mencarter menyerahkan mobil yang melebihi waktu yang disepakati.

Sesuai pada penjabaran di atas maka penulis tertarik untuk melakukan
penelitian berdasarkan beberapa kendala dalam pelaksanaan perjanjian sewa
menyewa, faktor-faktor yang menyebabkan ingkar janji dari penyewa, serta
bagaimana implementasi perjanjian antara PT ACR'RENT CAR dengan penyewa,
dengan judul penelitian: “IMPLEMENTASI  PERJANJIAN SEWA-
MENYEWA MOBIL ANTARA PT. ACR RENT CAR DENGAN

PENYEWA DI KOTA PEKANBARU”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada penjelasan latar belakang masalah sebelumnya, maka

yang menjadi pokok masalah di dalam rencana penelitian ini yaitu:
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1. Bagaimanakah implementasi perjanjian sewa- menyewa mobil antara PT
ACR RENT CAR dengan penyewa di Kota Pekanbaru?

2. Bagaimana penyelesaian dalam perjanjian sewa- menyewa mobil antara

C. TU_]
1.
ingga bisa di
simpulkan
a bil antara PT
b a mobil antara
2.

a. Manfaat teoritis

1. Penelitian ini akan bermanfaat dan memperluas wawasan dengan

memberikan argumentasi mengenai implementasi dan penyelesaian dalam

perjanjian sewa- menyewa mobil antara PT. ACR RENT CAR dengan
penyewa di Kota Pekanbaru.

2. Penelitian ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan pustaka bagi

para sarjana untuk menimba ilmu dan dapat memberikan wawasan lebih

10
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jauh tentang implementasi dan hambatan dalam perjanjian sewa- menyewa
mobil antara PT. ACR RENT CAR dengan penyewa di Kota Pekanbaru.

b. Manfaat praktis

lebih menjanjikan untuk melaku

. Dari peristiwa tersebut, muncul

hubungan antara dua orang atau lebih yang telah mencapai kesepakatan.
Perjanjian tersebut berupa kumpulan kalimat yang berisi janji atau kemampuan
lisan atau tertulis. (Sugiarto, 2012: 2-3)

Sebuah kesepakatan akan melahirkan sebuah hak-hak dan kewajiban bagi
pihak-pihak yang terikat. Pada dasarnya dengan menyusun sebuah perjanjian

dengan pihak-pihak yang bersangkutan artinya pihak-pihak tersebut sepakat untuk

11
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memberikan sesuatu, Melaksanakan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu untuk

kepentingan dan mendapatkan sebuah keuntungan dari pihak kedua yang

melakukan sebuah perjanjian untuk suatu hal tertentu.(Muljadi, 2003: 2)

bahwa tidak

seseorang elama tidak di

N

lakukan a akan sesuatu.

Anaag,

belah pihak yakni pihak peyedia jasa dan pihak menyewa harus mendapatkan
kesepakan bersama yang dituangkan dalam surat perjanjian. Jika ketentuan yang
telah disepakati tidak dipatuhi oleh pihak perental maka pihak yang merentalkan
mempunyai kewenangan untuk meminta ganti rugi atas dasar ingkar janji apabila

pihak yang merental tidak mematuhi kontrak yang telah disepakati dan tindakan

12
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menentang aturan, Namun jika pihak yang merental mengingkari peraturan yang
sudah disepakati. (Aristya, 2017: 7)

Apabila yang menyewakan tidak melaksanakan reparasi termaksud dalam

enyewakan tidak

SeWwa-menyewa.

itu akan kelar demi hukum, apabila waktu yang di tentukan telah berakhir.
2. Seandainya perjanjian sewa tidak dibuat dengan diatas kertas, maka
perjanjian sewa tersebut tidak akan selesai pada waktu yang di sepakati,
melainkan jika pihak-pihak yang lain bahwa mereka akan menyelesaikan
sewanya, dengan melihat waktu yang telah disepakati berakhir sesuai

kebudayaannya.

13
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Menurut Muljadi (2003: 93) Syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 Kitab
Undang-Undang Hukum perdata. Untuk perjanjian itu tersebut diperlukan empat

syarat : “Satu, Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, Dua Kecakapan

pembayaran statu ha “oleh ters yan itu disanggupi

pembayara

Menurut  ketentuan Pasal 1549 KUH Perdata berbunyi ‘“secara
keseluruhan jenis barang, baik tidak bergerak, maupun bergerak yang disewakan.
Berdasarkan Pasal 505 KUH Perdata, dijelaskan bahwa setiap kebendaan yang
bergerak merupakan dapat di habiskan atau tidak bisa dihabiskan, kebendaan

dikatakan bisa dihabiskan, apabila dipakai menjadi habis”.

14
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Menurut Subekti (2004: 158) menyebutkan bahwa kebendaan tidak

bergerak adalah :

sejenis itu, apitan besi, kuali-kuali pengkukusan, tempat api, jambang-jambang,

tong-tong dan perkakas-perkakas sebagainya yang termasuk dalam asas pabrik,
pun sekiranya barang-barang itu tak tertancap atau terpaku; Dua, Dalam
perumahan: cermin-cermin, lukisan-lukisan dan perhiasan lainnya, sekedar
barang-barang itu dilekatkan pada papan atau pasangan batu yang merupakan

bagian dinding, pagar, atau plesteran ruangan, pun sekiranya barang-barang itu

15
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tak terpaku; Tiga, Dalam kemilikan tanah: lungkang atau timbunan gemuk

diperuntukkan guna merabuk tanah; burung merpati termasuk dalam kawan,

sarang burung yang dapat dimakan, selama belum dipetik ikan yang ada dalam

guna dipaka
yang dem

dilekatkan pada 2ngan peker Kerjae atau pemasangan

. Hak untuk menaiki karang
4. Hak komersial

5. Bunga tanah, baik dalam mata uang ataupun barang

6. Bunga sepersepuluh

7. Pajak mingguan atau pajak pasar yang disetujui oleh pemerintah

8. Hak istimewa tambahan

16
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2. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi
Berdasarkan pada ketentuan Pasal 1233 KUH Perdata, Perikatan muncul

karena adanya sebuah kesepakatan yang disepakati dan keberadaan dari

hak kepada k dari perjanjian

tersebut untuk ebut. Seandainya
debitur gage
mempunyai Kewena < memohon agar b dar ewajiban yang

di keluarka - eSE o unaikan, belum

Admiral, 2008: 139)
Berdasarkan pada isi Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

kesepakatan atau dengan istilah perjanjian di maknai sebagai berikut :

“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”
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Pada istilah Belanda, kata “wanprestasi” sama dengan “wanprestatie”
yang maknanya tidak melaksanakan keharusan yang telah diatur pada perjanjian,

baik itu kesepakatan yang timbul akibat perjanjian atau juga yang timbul karena

( Overmacht)
a tidak berhasil
Jan kejadian ini

ini belum

melakukan wanprestasi ini bisa terjadi karena memang tidak bisa untuk
melaksanakan prestasi tersebut atau juga karena terpaksa untuk tidak
melaksanakan prestasi tersebut. (Miru, 2011: 74)

Berbicara tentang “wanprestasi” tidak mampu di pisahkan dari masalah
“pernyataan kelalaian”. Maksud dari wanprestasi ini merupakan bagian

perwujudan dari pelaksanaan keharusan yang tidak dapat dilakukan tepat waktu
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atau dilakukan dengan sebagaimana semestinya. Dalam hal ini debitur disebut dan
melakukan pengingkaran sehingga terlambat dalam kesepaktan yang telah di
tentukan atau tidak berhasil dalam melakukan prestasi tidak sesuai atau tidak
seharusnya.

Apabila seorang debitur tidak memenuhi atau tidak menepati perikatan
disebut cidera janji atau wanprestasi.-Sebelum .dinyatakan cidera janji terlebih
dahulu harus dilakukansomasi (ingebrekestelling), yaitu suatu peringatan kepada

debitur agar memenuhi kewajibannya (Tutik, 2011: 235)

Adapun sanksi dari tindakan wanprestasi ada ( 4 )empat, yaitu: pertama,
membayar kerugian yang diderita oleh kreditur. kedua, Penangguhan Kesepakatan
ketiga, peralihan resiko; keempat, Membayar keseluruhan biaya perkara jika

sampai diperkarakan di persidangan. (Sinaga, 2005: 25)

Berdasarkan pada ketentuan Pasal® 1244 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata menjelasakan dalam keadaan yang memaksa pihak si debitur tidak
mempunyai kewajiban untuk membayar ganti rugi apabila bisa di buktikan sesuali
dengan kondisi nyata di lapangan. Namun apabila saat akan melakukan transaksi
sewa menyewa dan telah diketahui jika barang tersebut dalam hal ini Mobil telah
memperlihatkan kerusakan atau memang mobil tersebut tidak layak pakai dan
tidak diganti oleh pihak penyedia jasa sewa mobil, dengan demikian pihak si
penyewa tidak mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab atas kerusakan-
kerusakan yang tercipta. Karena sesuai dengan pasal yang mengaturnya bahwa
kondisi barang dalam hal ini mobil yang akan disewakan kepada pihak penyewa

haruslah dalam kondisi baik dan layak agar nantinya tidak terjadi hal-hal yang

19



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

tidak diinginkan dan merugikan salah satu pihak ataupun kedua belah pihak.

( Achmadi, 2014: 15)

3.  Sebab-Sebab Wanprestasi

r masyarakat
menemukan rasa ama agia. Jika semua | am hubungan antar

orang denga sa dipenuhi-oleh setiap or an menimbulkan keadaan

aman dan bahag agai S o] dividu dan bisa

yang kini lumrah dilakukan ole dalam beraktivitas setiap saat. Dan di
sini lah kewajiban untuk meneggakan hukum perjanjian, yang terutama berisi
aturan untuk kegiatan dimana orang tidak berhasil dalam menepati janji yang

telah disepkati.

Pada saat praktik penyusunan kontrak biasanya dimasukkan ketentuan yang

isinya, misal “fatale termijn”, sehingga apabila dipenuhi salah satu keharusan
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debitur dalam perjanjian, maka secara otomatis telah terjadi wanprestasi. Pada
umumnya untuk menindaklanjuti keadaan seperti ini ditegaskan juga ketentuan

pemutusan kontrak sebagai bentuk sanksi yang mungkin ditempuh pihak kreditur

arti  tidak
adanya st suatu yang
mesti dilak donesia dapat
digunakan uhan janji dan
“ketiadak a
E.

g berhubungan
dengan judul dari R i tasi Perjanjian Sewa-
Menyewa Penyewa Kota
Pekanbaru”.

I tujuan-tujuan yang
telah ditetapkan dalam perusaha untuk mengubah

keputusan-keputusan tersebut a-pola operasional serta berusaha
mencapai perubahanperubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah
diputuskan sebelumnya. (Mulyadi, 2015: 12)

Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada
seseorang yang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan

suatu hal, dari peristiwa tersebut munculah hubungan hokum antara dua orang

tersebut yang dinamakan perikatan. (Subekti, 1998: 135)
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Sewa-Menyewa merupakan suatu persetujuan antara pihak yang
menyewekan dengan pihak penyewa dengan mana pihak yang menyewakan

menyerahkan barang yang hendak disewa kepada pihak penyewa untuk dinikmati

1.

Namun, bila di tinjau dari seg atnya penelitian ini bersifat penelitian
deskriptif yakni  menjelaskan dan menggambarkan kenyataan-kenyataan di
lapangan yang telah diteliti tentang Implementasi Perjanjian Sewa-Menyewa

Mobil antara PT. ACR RENT CAR dengan Penyewa di Kota Pekanbaru.
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2. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian yang dipilih penulis untuk melakukan penelitian terhadap

permasalahan yang terjadi pada PT ACR RENT CAR yang terdapat di wilayah

¢

ALV

'S 33 ) k)

W=
e

harus mam
populasi, t¢

obyek yang

Sumber : Data Olahan E uli s/d Desember 2021
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Data dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini pada dasarnya dapat

dibedakan menjadi duajenis data yaitu:

stakaan yang

secara langsung untuk mend an gambaran umum masalah. Metode
wawancara yang di gunakan adalah metode wawancara terstruktur dimana
pewawancara telah menyiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan
kepada narasumber terlebih dahulu.

c. Studi Kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan cara mempelajari

data-data tertulis.
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6. Analisis Data
Pada penelitian ini, penulis menggunakan analisis data secara kualitatif.

Data kualitatif yaitu data tidak dianalisis dengan menggunakan statisik, matematis

untuk menganal i n_data yang diperoleh

secara de - ‘ ‘ “‘\“ ..‘

Selanjutnya nduktif yaitu

mengambil yang sifatnya
umum. Ang ap makna dari

penelitian dengan ca engumpulkan data sesuai deng sifikasi tertentu.
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BAB Il

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan tentangPerjanjian dan Sewa-Me
1.

a_pertama-tama
harus dike ent enger g oleh KUHPerdata
pasal 1313

ana seseorang
berjanji kepada berjanji untuk

melakukan se

2006 :13)
Menurut pendapat Sudikno Mertokusumo, perjanjian adalah hubungan
hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan
suatu akibat hukum. (Mertokusumo, 1999 : 65)
Dengan demikian kedua belah pihak sepakat untuk menentukan peraturan

atau kaedah, atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan
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dijalankan. Kesepakatan itu adalah untuk menimbulkan akibat hukum,
menimbulkan hak dan kewajiban dan apabila kesepakatan itu dilanggar maka aka
nada akibat hukum, si pelanggar dapat dikenakan akibat hukum atau sanksi.

Akan tetapiy jika pengertian_mengenai-perjanjian seperti tersebut di atas
dilihat secara mendalam, akan terlihat bahwa pengertian tersebut ternyata
mempunyal arti yang luas_dan umum “sekali. sifatnya, selainitu juga tanpa
menyebutkan untuk tujuan apa perjanjian tersebut dibuat. Hal tersebut terjadi
karena di dalam pengertian perjanjian menurut konsepsi pasal 1313 KUHPerdata,
hanya menyebutkan tentang pihak yang atau lebih mengikatkan dirinya pada
pihak lainnya, dan sama sekali tidak menentukan untuk tujuan apa suatu
perjanjian tersebut dibuat.

Karena itu suatu perjanjian akan lebih luas juga tegas artinya jika pengertian
mengenai perjanjian tersebut diartikan sebagai, suatu persetujuan dengan mana
dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam
lapangan hart akekayaan. (Muhammad, 1982 : 78)

Pada suatu perjanjian, dikenal asas kebebasan berkontrak atau freedom of
contract. Maksud asas tersebut adalah bahwa setiap orang pada dasarnya boleh
membuat perjanjian yang berisi dan macam apapun, asal tidak bertentangan
dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Atau dengan pengertian
lain asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan yang seluas-luasnya
kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja dan dalam
bentuk apa saja, sepanjang tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum dan

kesusilaan. (Subekti, 1979 : 13)
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Selanjutnya dalam suatu perjanjian, pasal-pasal yang mengatur tentang

perjanjian tersebut, biasa dinamakan dengan Optinal law, karena ketentuan dari

pasal-pasal yang mengaturnya, boleh disingkirkan oleh pihak yang membuat

Untuk mengetengahkan keempat Syarat yang diperlukan di dalam perjanjian
atau persetujuan tersebut agar lebih jelas tepat maksud dan tujuannya maka dalam
kesempatan ini akan diuraikan masing-masing syarat, tentang syarat sahnya suatu
perjanjian dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri
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Maksudnya adalah kedua belah pihak atau para pihak yang mengadakan
perjanjian tersebut haruslah bersepakat, setuju dan seia sekata atas hal-hal yang

diperjanjikan. Dengan tanpa ada paksaan atau dwang, kekeliruan atau dwaling dan

hukum dan
dikategorike

sebagai pe

nATNANAEY

At

& M
<
S
S
Q
QD
S
>
Ry
=)
=

siapa saja ya

maupun bada

hukum tersebut
sebagai berikut:
Mempunyai tujuan terte

Mempunyai kepentingan sendiri
Ada organisasi

oD E

Dengan terpenuhinya keempat syarat tersebut, barulah badan hukum
tersebut bisa disebut sebagai pendukung hak dan kewajiban atau sebagai subyek
hukum. Dan setelah suatu badan hukum memenubhi syarat sebagai pendukung hak

dan kewajiban, maka badan hukum tersebut telah bisa melakukan hubungan
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hukum. Hubungan hukum mana antara lain bisa dengan pembuatan suatu
perjanjian.

c. Suatu hal tertentu

jumlah itu ke apat d » ang yang akan ada
dikemudian ha 2 bisa me +' i A I an, ketentuan ini
disebutkan

diperhatikan

«
o
I3
wn
<6
=3
3.
=

oleh subyek

,ita\%'l

<
[
o
QD
3
=
[y
B
-
(@]
o
@
=

d. Suatu sek

Menurut

Suatu perjanjian yang dibuat dengan sebab atau kausa yang tidak halal,
misalnya jual beli ganja untuk mengacaukan ketertiban umum, memberikan
kenikmatan seksual tanpa nikah yang sah. (Muhammad, 1982 :95)

Sekarang timbul suatu pertanyaan, bagaimana jika salah satu syarat sahnya

dari suatu perjanjian tersebut tidak terpenuhi. Untuk menjawab pertanyaan ini
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maka ketentuan tentang syarat-syarat tersebut, bisa dibedakan menjadi dua macam

Syarat, yaitu:

1) Syarat Subyektif

tersebut tidak bisa dikatakan batal demi hukum dan masih tetap mengikat bagi
mereka yang membuatnya.

Apabila yang tidak memenuhi dalam suatu perjanjian adalah syarat
obyektif, maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum, karenanya tujuan

para pihak untuk membuat suatu perjanjian menjadi batal dan hal ini disebabkan
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karena obyek yang diperjanjikan batal, maka perjanjian tersebut otomatis batal

demi hukum.

perjanjian yang diuraikan dala ernyata di dalam perjanjian kerja itu
sendiri, asas kebebasan berkontrak juga masih dipakai sebagai asas yang utama,
yaitu perjanjian kerja dapat menciptakan kaidah hukum yang mengatur hubungan

kerja antara majikan dan buruh dimana mereka telah membuatnya. (Gukguk,

1989: 4)
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Walaupun demikian kebebasan berkontrak tersebut ada batasnya yaitu tidak

dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan tidak

bertentangan dengan ketertiban umum. (Muhammad, 1982: 84)

membangkitkan kepercayaan bahwa perjanjian itu akan dipenuhi.

Asas konsensualitas merupakan suatu puncak peningkatan manusia yang
tersirat dalam pepatah: “een man een man, een word een word”. Selanjutnya
dikatakan olehnya bahwa ungkapan “orang harus dapat dipegang ucapannya”,
merupakan tuntutan kesusilaan, akan tetapi pasal 1320 KUHPerdata menjadi

landasan hukum untuk penegakannya. Tidak terpenuhinya syarat konsensualisme
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dalam perjanjian menyebabkan perjanjian dapat dibatalkan, karena tidak

memenubhi syarat subyektif. (Ibrahim, 2003: 38)

3. Asas Kekuatan mengikatnya Perjanjian

Asa 3 : d rjanjian harus
didasarkan ' pa o - : an andung pengertian
pembuatan 3 antara p iha arka a kejujuran untuk

mencapai t e . (san g mengacu pada apa

bagi kontrak-kontrak yang didasarkan pada bonae fides yang mengharuskan

diterapkannya asas itikad baik dan kepatutan dalam pembuatan dan pelaksanaan

perjanjian. (Khairandi, 2003: 131)

Al Perjanjian Mengikat dari Perjanjian Tertulis maupun Lisan
Perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu perjanjian tertulis

dan lisan. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam
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bentuk tulisan, sedangkan perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat
oleh para pihak dalam wujud lisan dan hanya berdasarkan kesepakatan dan

kepercayaan diantara para pihak yang melakukan perjanjian. (Salim HS, 2008: 42)

2. Tinjauan tentang Sewa Me

Berdasarkan perjanjian sewa-menyewa mobil pada PT. ACR Rent Car
yaitu dalam perjanjian sewa-menyewa mobil dapat dilakukan dalam bentuk
hitungan hari, minggu, bulanan tergantung kemauan sipenyewa mobil.

Unsur-unsur yang tercantum dalam perjanjian sewa menyewa:

a. Adanya pihak yang menyewakan dan pihak yang menyewa.

b. Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.
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c. Adanya objek sewa menyewa Yyaitu barang, baik barang bergerak mau pun
tidak bergerak.

d. Adanya kewajiban dari pihak yang menyewakan untuk menyerahkan

s disesuaikan

dengan syarg erja : 1igelompokan unsur

3. Unsur Aksidentalia, adalah bagian perjanjian yang ditambahkan oleh para
pihak. Undang-undang sendiri tidak mengatur tentang hal tersebut, jadi hal
yang diinginkan tersebut juga tidak mengikat para pihak karena memang
tidak ada dalam undang-undang, bila tidak dimuat, berarti tidak mengikat.
Klausula Aksidentalia yang terbentuk berdasarkan unsur aksidentalia

sebagai salah satu unsur pokok dari suatu perjanjian, mempunyai peranan yang
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penting dalam perjanjian sewa menyewa, karena dengan adanya klausula
aksidentalia yang dibuat dan disepakati sendiri oleh para pihak dapat melengkapi
ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam peraturan perundang—undangan,
peraturan pemerintah. maupun..hukum Kkebiasaan. Sehingga dapat terangkum
dalam suatu perjanjian yang mengikat dan berlaku layaknya undang—undang bagi
para pihak yang membuat dan-menyepakatinya (facta surt servanda). Dengan
demikian, perlindungan hukum bagi para pihak terutama pemilik atau pihak yang
menyewakan akan lebih terjamin. (Aprillia, 2019)

Pihak yang terlibat dalam perjanjian sewa-menyewa adalah pihak yang
menyewakan dan pihak penyewa Pihak yang menyewakan adalah orang atau
badan hukum.yang menyewakan barang atau benda kepada pihak penyewa,
sedangkan pihak penyewa adalah orang atau badan hukum yang menyewa barang
atau benda dari pihak yangsmenyewakan, Yang menjadi objek dalam perjanjian
sewa-menyewa adalah barang yang halal, artinya tidak bertentangan dengan
undang-undang, ketertiban dan kesusilaan.

Berdasarkan “pasal 1549 KUH Perdata, dijelaskan bahwa semua jenis
barang, baik tidak bergerak; baik bergerak.yang disewakan. Berdasarkan Pasal
505 KUH Perdata, disebutkan bahwa tiap-tiap kebendaan bergerak adalah dapat
dihabiskan atau tak dapat dihabiskan, kebendaan dikatakan dapat dihabiskan,
bilamana karena dipakai menja dihabis.

Setelah syarat-syarat telah dipenuhi oleh kedua belah pihak maka
perjanjian sewa menyewa dapat dilaksanakan. Konsekuensi dari perjanjian

tersebut menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak, baik pihak
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penyewa maupun pihak yang menyewakan. Hak dan kewajiban itu harus

dilaksanakan oleh masing-masing pihak sebagai konsekuensi adanya perjanjian.

Pasal 1550 KUHPerdata mengatur mengenai kewajiban pokok pihak yang

yang berbunyi: “Ia harus selama waktu sewa menyuruh melakukan pembetulan-
pembetulan pada barang yang disewakan, yang perlu dilakukan kecuali
pembetulan-pembetulan yang menjadi wajibnya si penyewa”.

Pasal 1552 KUHPerdata mengatur tentang cacat dari barang yang
disewakan pihak yang menyewakan diwajibkan untuk menanggung semua cacat

dari barang yang dapat meringani pemakaian barang yang disewakan walaupun
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sewaktu perjanjian dibuat pihak-pihak tidak mengetahui cacat tersebut. Jika cacat

tersebut mengakibatkan kerugian bagi pihak penyewa maka pihak yang

menyewakan diwajibkan untuk menganti kerugian.

i

Menerima uang Sewe

dalam perjanjian.
b. Menegur penyewa apabila penyewa tidak menjalankan kewajibanya
dengan baik.

Pasal 1560, 1564, dan 1583 KUHPerdata menentukan bahwa pihak

penyewa memiliki kewajiban-kewajiban, yaitu:
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a. Memakai barang yang disewa sesuai dengan tujuan yang diberikan pada

barang itu menurut perjanjian sewanya, atau jika tidak ada perjanjian

mengenai itu, menurut tujuan yang dipersangkakan berhubungan dengan

Adapun resiko atas musnahnya barang dibagi menjadi dua macam vyaitu
musnah secara total dan musnah sebagian dari objek sewa:

1. Jika barang yang disewakan oleh penyewa itu musnah secara keseluruhan
diluar kesalahannya pada masa sewa, perjanjian sewa-menyewa itu gugur,

demi hukum dan yang menanggung resiko atas musnahnya barang tersebut

adalah pihak yang menyewakan (Pasal 1533 KUH Perdata) artinya pihak
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yang menyewakan yang akan memperbaikinya dan menanggung segala
kerugian.

2. Jika barang yang disewahanya sebagian yang musnah maka penyewa

dapat men N ga nenyewakan (Pasal
1553 KUH
Para pihak ya , t kes Ak te n_pe an sewa-menyewa

dalam bentuk be ergerak (Mob da PT. AC R adalah pihak

<&
A,

Q < ) or polisi, nomor rangka,
e

nomor mesi asa sewa, mulai tanggal, sampai

dengan tanggal.

Pasal 2 :Dalam pihak kedua hendak memperpanjang kontrak sewa
kendaraan, terlebih dahulu wajib memberitahukan satu hari
sebelum berakhir kontrak sewa tersebut diatas wajib membayar

sesuai ketetapan pasal 1
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Pasal 3 : Ketentuan penyewaan kendaraan bermotor dalam perjanjian ini

sebagai berikut:

- Satu.hari berlaku selama 24 ( dua puluh empat jam )

- K da 10% setiap

(satu hari)

a benar-benar
ena itu pihak
sebagaimana

mengalami

IS L b \ “

kehilangan

uhnya menjadi

e

NS
@“
<=

Pasal 5 :
he erugian yang diakibatkan

.m‘\\‘-

oleh pembatala ecara sepihak sepenuhnya menjadi

tanggung jawab pihak kedua.

Pasal 6 : Pihak kedua tidak diperkenankan mengalihkan / memindah
tangankan hak sewa yang diperoleh dari pihak pertama kepada

pihak manapun juga (pihak lain).
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Pasal 7 : Apabila dalam masa penyewaan pihak kedua melakukan

penyalahgunaan kendaraan yang sifatnya melanggar hukum,

maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak kedua dan

Pengertian wanprestasi ini sendiri belum mendapatkan keseragaman, masih
terdapat bermacam-macam istilah yang dipakai untuk wanprestasi, sehingga tidak
terdapat kata sepakat untuk menentukan istilah mana yang hendak dipergunakan.
Istilah mengenai wanprestasi ini terdapat beberapa istilah yaitu: ingkar janiji,

cidera janji, melanggar janji dan lain sebagainya.
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Debitur yang tidak dapat melaksanakan apa yang diperjanjikannya maka ia
dapat dikatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi atau ingkar janji, setelah
adanya penagihan dari prestasi tersebut atau dengan lewatnya waktu yang telah
diperjanjikan, perbuatan wanprestasi _sebagai  bentuk wtidak terlaksananya
perjanjian sebagaimana mestinya menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak
dan terhadap hal itu pihak lainnyatharus memberikan ganti rugi, bunga dan lain
sebagainya sebagai bentuk pertanggung jawabaan terhadap kelalaian yang
dilakukan dalam memenuhi prestasinya baik secara tertulis maupun secara lisan.

Untuk menyatakan bahwa salah satu pihak telah melakukan kelalaian dalam
memenuhi prestasinya dapat dilihat dalam perjanjian yang telah disepakati,
apakah perjanjian tersebut menentukan kapan suatu prestasi harus dipenuhi oleh
para pihak, hal ini sering tidak diperjanjikan karena adanya itikad baik para pihak
untuk memenuhi prestasinya, bagi kreditur terhadap hal «ini dapat dilakukan
penagihan agar debitur segera memenuhi prestasinya.

Dalam munculnya suatu sengketa dapat berdasarkan pada wanprestasi
maupun perbuatan melawan hukum dan sengketa.tersebut muncul disebabkan
adanya kerugian yang diderita oleh pibak.lainnya dan satu pihak menimbulkan
kerugian bagi pihak lainnya. (Bintoro, 2012: 234)

Menurut Salim HS (2008: 99) ada empat akibat adanya wanprestasi,
yaitu sebagai berikut :
1. Perikatan tetap ada.
Kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi,

apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Di samping itu, kreditur berhak
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menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya. Hal

ini disebabkan kreditur akan mendapat keuntungan apabila debitur

melaksanakan prestasi tepat pada waktunya.

3. itu timbul
g ‘| au kesalahan
lidak dibenarkan
> 9
) < F 4
4. Ji crikatan lahir dari bal ™ ik, kreditur  dapat

ntra prestasi dengan

It kepada debitur

Kreditur dapat menuntut dan meminta ganti rugi, hanya mungkin kerugian
karena keterlambatan.

Kreditur dapat menuntut pembatalan perjanjian.

Kreditur dapat menuntut pembatalan disertai ganti rugi kepada debitur. Ganti

rugi itu berupa pembayaran uang denda.
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Ada dua sebab timbulnya ganti rugi, yaitu ganti rugi karena wanprestasi dan

perbuatan melawan hukum. Ganti rugi karena wanprestasi diatur dalam Buku Il

KUHPerdata, yang dimulai dari Pasal 124 KUHPerdata s.d. Pasal 1252

ganti rugi yang

g telah dibuat

yang merupakan tujuan perusahaa

PT. ACR RENT CAR memiliki sekitar 50 orang driver dan teknisi yang
berpengalaman, hingga saat ini ACR mem iliki lebih dari 150 unit armada baru
(usia kurang dari 3 tahun) dengan berbagai jenis dan tipe kendaraan sesuai dengan
kebutuhan Kklien. Pilihan kendaraan yang ditawarkan mulai dari kendaraan

penumpang, multi purpose, special purpose maupun mobil box niaga seperti
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Camry, Alpahard, Altis, Fortuner, Pajero Sport, Avanza, Innova, Isuzu Panther,
Triton, Mazda dan lain-lain. Klien ACR mulai dari perusahaan swasta nasional,

pemerintah, perusahaan swasta asing, organisasi nirlaba asing dan local serta

B
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PT adalah sebuah badan usaha yang didirikan berdasarkan aturan di
Indonesia, yakni Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (arti PT). Di

Indonesia, ada berbagai jenis bentuk badan usaha. Namun yang paling umum

Bentuk badan usaha

U Nomor

yang meng elaksan G di“Indonesia. Dari
modal minima bu ha ia nodal awal harus
ditempatka ibus Law Cipta
Kerja terb . (Idris, 2017 :

24)

Q@ bungan dengan pihak-pihak
ketiga. Karena itu pula s . jusaha be gungjawab sepenuhnya terhadap
pihak ketiga, dan tidak semua anggotannya yang bertindak keluar. (Kansil, 2000:
84)

Bentuk perseroan ini tidak diatur secara tersendiri di dalam KUHD
melainkan digabungkan bersama dengan peraturan-peraturan mengenai Perseroan

Firma.
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Oleh karena itu suatu perseroan tidak merupakan badan hukum, dan oleh
karena itu para persero tidak terbatas pertanggungjawabannya, maka mereka harus

menanggung segala hutang-piutang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131

M . -
Menjual, membeli, s elepaskan atau memberatkan harta milik

perseroan.

d.  Mengagunkan dan/atau menjaminkan dengan cara apapun harta kekayaan

perseroan.

e.  Memberikan kuasa untuk dan atas nama perseroan kepada pihak lain serta

mencabut kembali surat kuasa itu.

f. Mengadakan kerjasama atas nama perseroan dengan pihak lain.
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Pekerjaan-pekerjaan untuk mengurus dan menjalankan perseroan diatur oleh
persero pengurus. Pesero pengurus dapat diberi gaji bulanan yang besarnya
ditetapkan oleh para persero bersama dan dapat diubah oleh mereka menurut
keadaan. Dalam. buku-buku perseroan gaji-gaji dan_pengeluaran-pengeluaran
lainnya untuk kepentingan perseroan akan dicatat sebagai ongkos perseroan.

Buku-buku perseroan ditutup tiap-tiap tahun pada akhir bulan Desember,
untuk pertama kalinya pada akhir bulan Desember 2006 (tahun dua enam belas).
Selekas-lekasnya tetapi selambat-lambatnya dalam tiga bulan setelah buku-buku
perseroan ditutup oleh persero pengurus harus dibuat neraca dan perhitungan laba
rugi dan setelah disetujui oleh para persero sebagai tanda persetujuan itu
ditandatangani-oleh mereka.

Pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi itu membebaskan persero
pengurus dari tanggungjawabnya atas segala tindakan yang dilakukannya dalam
buku yang lampau, sepanjang tindakan-tindakan itu ternyata dalam buku
perseroan. Bilamana tentang pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi
tersebut terdapat perselisihan antara para persero.yang tidak dapat mereka
selesaikan secara musyawarah, maka masing-masing persero berhak memohon
kepada hakim yang berwajib di tempat kedudukan perseroan untuk mengangkat
tiga orang arbiter yang akan memutuskan perselisihan itu setelah memberi
kesempatan kepada persero mengajukan pendapat mereka masing-masing. Para
arbiter itu berhak melihat semua buku-buku dan surat-surat perseroan serta
memberikan keputusan sebagai orang jujur dan keputusan mereka adalah

keputusan terakhir, juga mengenai biaya-biaya yang dikeluarkan perseroan.
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Keuntungan bersih perseroan tiap-tiap tahun sebagaimana ternyata dalam
perhitungan laba rugi yang telah disetujui tersebut di atas akan dibagi antara
persero masing-masing menurut perbandingan pemasukan mereka dalam
perseroan. Sebelum keuntungan.tersebut dibagi-sebagaimana.tersebut di atas, jika
dianggap perlu, dengan persetujuan para persero, dari keuntungan tersebut dapat
dipisahkan terlebih dahulu sebagian, untuk mengadakan atau menambah dana
cadangan.. Dana cadangan disediakan untuk menutup kerugian yang mengkin
diderita tetapi para persero bersama-sama dapat memutuskan untuk
mempergunakan uang cadangan itu semuanya atau sebagian untuk modal kerja
atau untuk tujuan-tujuan lainnya yang berguna bagi persero dan uang cadangan itu
dianggap laba-yang belum dibagikan. Kerugian perseroan..dipikul oleh para
persero masing-masing juga menurut perbandingan pemasukan mereka dalam
perseroan demikian dengan, ketentuan dengan spersero kemanditer tidakakan
memikul rugi yang melebihi pemasukannya dalam perseroan.

Bilamana salah seorang persero meninggal dunia, perseroan tidak berakhir
tetapi perseroan diteruskan oleh para persero lainnya dengan (para) ahli waris
persero yang meninggal dunia, yang dalam perseroan ini harus diwakili oleh salah
seorang dari mereka atau seorang Kuasa, kecuali jika (para) ahli waris itu
menyatakan bahwa mereka tidak menghendaki meneruskan sebagai persero-
perseroan.

Bilamana seorang persero mengundurkan diri dan keluar dari perseroan
maka menurut ketentuan yang ditetapkan dalam pasal 11 atau bilamana salah

seorang persero meninggal dunia dan (para) ahli waris sebagaimana tersebut pada
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pasal 11 tersebut tidak menghendaki meneruskan perseroan maka perseroan

berakhir. Bilamana salah seorang persero tersebut telah dianggap mengundurkan

diri dan keluar dari perseroan satu hari sebelum peristiwa itu terjadi.

Hal-hal yang tidak diatur atau belum sempurna diatur dalam akta ini akan

diputuskan oleh para persero dengan persetujuan bersama.
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BAB 111

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

merupakan defe erjanjian _; ama. < : : an tidak bernama
diistilahkan
dalam masya
Perjanjia

KUHPerdata. SU ‘ JHPerdata adalah bahwa

melainkan juga diatur oleh Kk entuan  khusus yang tunduk untuk
sebagian yang menyimpang dari ketentuan umum tadi, terutama yang
dimaksudkan adalah isi dari titel VV sampai dengan XVIII. Ketentuan-ketentuan
dalam title ini, yang dalam praktik lazim disebut dengan perjanjian khusus atau
perjanjian bernama. (Salim, 2008: 47)

Sebelum pelaksanaan sewa-menyewa pada PT. ACR RENT CAR, penulis

memaparkan terlebih dahulu data penyewa yang menyewa mobil di PT. ACR
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RENT CAR. Menurut Bapak Anthon Yuliandri, S.E., M.M selaku pemilik PT.
ACR RENT CAR memaparkan bahwa didalam perjanjian sewa-menyewa mobil
kebanyakan dilakukan dari golongan pribadi yang menggunakan mobil rental
untuk urusan keperluan keluarga, seperti_liburan hari-hari;, keagamaan, liburan
anak kuliah dan lain sebagainya. Sementara golongan perusahaan merupakan
konsumen dalam skala kecil yang menggunakan jasa rental ini, karena perusahaan
pada umumnya telah memiliki mobil operasional kantornya sendiri dan jika dari
golongan perusahaan tidak memiliki mobil oprasional dapat merental mobil
dengan melakukan perjanjian sewa-menyewa mobil dengan PT. ACR RENT
CAR yang dapat dilakukan dalam hitungan hari, minggu dan bulanan.

Merujuk” pada Pasal 1548 KUHPerdata, yang dimaksud dengan sewa-
menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan
diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama
waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak
tersebut. Orang dapat menyewakan berbagai jenis barang, baik yang tetap maupun
yang bergerak.

Sementara itu, bahwa perjanjian mengandung pengertian suatu hubungan
hukum kekayaan harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberikan
kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus
mewajibkan pada pihak lain untuk melakukan prestasi. (Harahap, 1986: 60)

Adapun perbedaan antara mobil yang disewa oleh pribadi dan perusahaan

menurut pemilik PT. ACR RENT CAR adalah:
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1. Perjanjian sewa-menyewa mobil di PT. ACR RENT CAR ini penyewa
kebanyakan berasal dari golongan pribadi atau individu sedangkan dari

golongan perusahaan tidak begitu banyak, tetapi dalam penyewaan mobil

dimana pendiriannya Q: an-eleh hukum diperlakukannya
sebagai personal atau seba : um memiliki hak dan kewajiban
dapat dituntut dan atau dapat menuntut dimuka pengadilan dan dapat juga
memiliki kekayaan, aktivitasnya bergerak dibidang perdagangan, industri, sosial
dan lain-lain bidang sesua idenganisi (sebagian) dari akta pendiriannya. (Puspa,
2008: 97)

Mengenai pertanggung jawabannya Badan Hukum ini, tidak lagi terdapat

keragu-raguan, bahwa pada suatu badan hukum dapat pula diminta pertanggung
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jawaban dalam bidang kriminal. Hanya yang harus menjalani hukum ialah
anggota pengurus, yang menjalankan pelanggaran itu. Apabila hukuman berupa

denda, dengan sendirinya harus dibayar oleh badan hukum itu dari kasnya.

.nq oleh pribadi orang itu untuk
tujuan tertentu ya ‘ 1€ Keuntungan, sosial, pendidikan, ilmu
pengetahuan, politik, kebudayaan, kesenian olahraga dan lain-lainnya,
sesuai menurut hukum yang berlaku secara sah.

Perjanjian sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak
yang satu mengikatkan dirinya dengan pihak yang lain untuk memberikan kepada
pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama waktu tertentu dengan

pembayaran suatu harga oleh pihak lainnya. (Subekti, 2005: 39)
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Permasalahan timbul ketika salah seorang konsumen melakukan
pengingkaran terhadap perjanjian yang telah disepakati. Dedi Gunawan selaku
customer menyewa mobil untuk pemakaian selama 2 (dua) hari dengan membayar
uang sewa diawal. Akan tetapi, mobil yang disewa baru dikembalikan 10
(sepuluh) hari setelah digunakan serta tidak membayar biaya sewa tambahan
selama 10 hari tersebut. Ditambahlagi: Dedi sangat sulit dihubungi jika Direktur
PT. ACR RENT CAR menghubungi untuk penagihan biaya sewa.

Hal yang lebih fatal ialah adanya bukti bahwa selama 10 (sepuluh) hari
sewa ternyata barang sewaan berada pada pihak lain yang tidak dikonfirmasikan
terlebih dahulu kepada pihak penyedia jasa rental. Barang sewaan ini bukan hanya
digunakan pihak ketiga tanpa sepengetahuan pihak pertama.tetapi juga barang
tersebut mengalami  kecacatan akibat kecelakaan saat barang tersebut
dikembalikan kepada pihak pertama. Akibatnya, PT. ACR RENT CAR
mengalami kerugian yang sangat besar karena barang sewaan tersebut tidak dapat
disewakan kepada pihak lain.

Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan rental mobil diawali dengan
adanya perjanjian kedua belah pihak yang tidak ingin dirugikan. Kewajiban pihak
yang satu adalah menyerahkan barangnya untuk dinikmati oleh pihak lain, bukan
menyerahkan hak milik atas barang tersebut, sedangkan kewajiban pihak yang

lain adalah membayar harga sewa yang dapat berupa uang, barang atau jasa.

Wanprestasi lain yang dilakukan oleh pihak penyewa yaitu Oleh Bapak
Novrianto, dimana Bapak Novrianto melarikan mobil yang disewanya. Oleh

karena itu pihak PT. ACR Rent Car mengalami kerugian yang sangat besar,
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sedangkan Bapak Novrianto selaku penyewa mobil tidak mempunyai itikad baik

utuk mengembalikan mobil tersebut. Diketahui mobil tersebut dilarikan selama 5

hari.

ad ormulir pe : yang berisi

syarat dan' ket : penyewa enyewa mobil

hanya me

menentuka

Jadi perjanjian ¢ enyewa mobil anta CAR dengan
penyewa mobil di : rja  (standar)” sepihak. Karena
perjanjian sewa.me : g ﬁ‘ﬂ lan yang isinya

ditentukan ole at ke annya [c njiar tu. Dalam hal ini

Syarat dan ketentuan perjanjian sewa-menyewa mobil antara PT ACR
RENT CAR dengan penyewa mobil ditentukan secara sepihak oleh PT ACR
RENT CAR. Oleh karena yang menentukan syarat dan ketentuan tersebut
menguntungkan bagi pihak PT ACR RENT CAR dan secara otomatis merugikan
pihak penyewa mobil. Karena syarat perjanjian itu memuat kewajiban-kewajiban

penyewa mobil, dengan demikian kedudukan pihak penyewa mobil ialah lemah
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bila dibandingkan dengan pihak PT ACR RENT CAR. Sifat aturan tersebut
mengikat para pihak yang menimbulkan konsekuensi diantara keduanya.
Perjanjian sewa menyewa bertujuan untuk memberikan hak pemakaian saja,

bukan hak milik atas suatu barang benda.

Berdasarkan data dari perusahaan, salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP),
Surat 1zin Mengemudi_(SIM),“dan Kartu" Keluarga (KK), Surat keterangan
RT/RW, Copy bukti kepemilikan rumah, Foto copy buku tabungan wajib harus
disediakan bagi pelanggan baru, sementara bagi pelanggan lama tidak diberikan
lagi karena identitas penyewa telah ada pada PT ACR Rent Car pada berkas yang
lama. Semua lampiran yang disedikan oleh pihak penyewa merupakan tanda bukti
apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam.pelaksanaan perjanjian sewa
menyewa akan menjadikan bukti yang kuat jika terjadi wanprestasi dilakukan oleh

pihak penyewa.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak rental, bahwasanya
dalam perjanjian sewa menyewa mobil ada beberapa penyewa yang melakukan
wanprestasi/Ingkar janji dalam hal'ini ialah mengalihkan/memindahtangankan hak
sewa yang dilakukan oleh penyewa kepada pihak lain yaitu kepada Bapak
Firgiawan tanpa sepengetahuan pihak rental. Salah satu penyewa yang melakukan
hal tersebut adalah bapak Deo Hidayat, dimana bapak Deo Hidayat mengalihkan
mobil tanpa sepengetahuan pihak rental. Hal ini terjadi ketika mobil yang disewa
oleh bapak Deo Hidayat ini sudah seminggu lebih tidak dikembalikan ke pihak
rental. Pihak rental telah melakukan telpon kepada bapak Deo Hidayat namun

tidak dijawab. Lalu pihak rental melakukan survey kerumah penyewa dan
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bertemu langsung dengan pihak penyewa tersebut namun mobil yang dirental itu

tidak ada dilokasi, ketika pihak rental menanyakan mobil itu berada dimana pihak

penyewa tidak bisa menjawab. Setelah beberapa pertanyaan yang diajukan kepada

penyewa memberitahukan keterlambatan pengembalian mobil kepada pihak yang
menyewakan dengan memperhitungkan harga sewanya. Jadi penentuan waktu
sewa berkaitan dengan harga sewanya.

Menurut penulis, mengenai batasan waktu sewa-menyewa mobil di dalam
Undang-Undang tidak mengatur cara pengakhiran perjanjian sewa-menyewa

secara tertulis dan lisan yang mempunyai batas waktu tertentu. Sebaiknya
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diserahkan penghentian yang selayaknya bagi kedua belah pihak atau batas waktu
penghentiannya yang berpedoman pada perjanjian sewa-menyewa mobil yang

telah dibuat sebelumnya yang dapat dilakukan dalam bentuk hitungan hari,

(Subekti da

Ber

sewa-menyewa secara tertulis dengan perjanjian sewa-menyewa secara lisan:

1. Perjanjian sewa-menyewa tertulis
Diatur didalam pasal 1570 KUHPerdata yang berbunyi “jika sewa dibuat
dengan tulisan, maka sewa tersebut berakhir demi hukum, apabila waktu
yang ditentukan telah lampau tanpa diperlukannya suatu pemberitahuan

untuk itu”.
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2. Perjanjian sewa-menyewa lisan
Diatur dalam pasal 1571 KUHPerdata yang berbunyi: “jika sewa tidak

dibuat dengan tulisan, maka sewa tersebut tidak berakhir pada waktu yang

an bahwa ia hendak

ganti kerug

§

g
VAN
oz &

z

=

3

dengan pas

harus dilak: g
| @f yang isi pasal
1338 KUHP g dalam membuat
perjanjian har iri dari pengertian
pembuatan perj arkan pada norma
&
kejujuran untuk m J" ara kedua belah pihak,

pergaulan masyarakat. Maka tidak heran asas ini merupakan asas yang wajib ada
dalam setiap perjanjian dan tidak bisa di hentikan atau dihapuskan meskipun
kedua belah pihak telah menyepakatinya.

Itikad yang terjalin karena kesadaran masing- masing pihal untuk
memenuhi sebuah kewajiban pihak lain atau demi memenuhi keuntungan

bersama, dalam prosesnya tidaklah cukup bila dipersatukan oleh prinsip moral
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dan kemauan positif para pihak-pihak. Setiap pihak seharusnya mempunyai
keinginan dan memiliki agunan bahwa pihak lainnya akan memenuhi

kewajibannya. (Abd Thalib, 2016: 4)

A

kecurangan atau ketidak seimbangan atau melanggar norma perjanjian, maka
hakim dapat membuat penyusuaian terhadap hak dan kewajiban yang tercantum
dalam kontrak tersebut. Dalam praktek hokum kontrak hakim memang
mempunyai kewenangan untuk mencapuri isi kontrak, sehingga sehingga iktikad
baik harus ada tidak hanya pada tahap pembuatan perjanjian saja tetapi juga juga

tahap pembuatan perancangan kontrak yang ada.
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Selain itu, dalam menyewa pun sebenarnya pihak pemberi sewa tidak
memberikan kesulitan dalam proses penyewaan baik dokumennya sampai proses

penyerahan barang yang disewakan. Tetapi kemudahan ini malah disalah artikan

memiliki

disewakan

Me jkapkan diatas,

seharusnya 2 pemberi sewa

S NS

bisa menan mbalian mobil,

dan pihak alam pemberian

2 oL E

jaminan ata

diinginkan.

@

Bapak Anthon Yulia matake bahwa penyewa harus

_ Q“\\‘ »
meninggalkan fotocopy KTP da VI A dalam pelaksanaan perjanjian
sewa menyewa mobil di PT. ACR RENT CAR. Salinan KTP dan SIM A tersebut
merupakan tanda bukti sebagai penyewa apabila terjadi hal-hal yang tidak
diinginkan dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa, selain fotocopy Kartu
Tanda Penduduk (KTP) dan Surat IzinMengemudi (SIM) biasanya penyewa juga
dimintakan untuk melampirkan fotocopy Kartu Keluarga (KK). Fotocopy

identitas telah kuat apabila terjadi wanprestasi oleh penyewa atau pihak kedua
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ISJIAIU

nenyj wejsy se)

bagi pelanggan baru dan sementara bagi pelanggan lama tidak diberikan lagi
karena identitas penyewa telah ada pada PT. ACR RENT CAR pada berkas yang

lama.

R RENT CAR yaitu

K -.“ diiCd
Bapak _Anthol ‘u““ .Q. jiban dalam

perjanjia
1.
erjanjikan
Jari pemberi sewa
2.

Menyerahkan mobil yang disewakan kepada penyewa.

b. Memberikan jaminan layak pakai terhadap mobil bagi penyewa
sesuai dengan perjanjian yang dibuat.

Pihak yang menyewayaitu:

a. Memberikan fotocopy KTP/SIM/KK kepada pemberi sewa.

b. Memberikan jaminan kepada pemberi sewa.
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C. Menggunakan mobil yang disewa sesuai dengan tujuan yang

diberikan berdasarkan perjanjian.

d. Membayar harga sewa pada waktu yang telah disepakati bersama.

Tahapan pelaksanaan merupakan tahapan penting dari proses perjanjian,
baik perjanjian yang dibuat secara tulisan. Pelaksanaan perjanjian sewa didalam
penelitian inipada PT. ACR-RENT :CAR dibuat untuk waktu tertentu dalam
bentuk hitungan hari, minggu dan bulan tergantung sipenyewa mobil. Untuk
memberikan perlindungan hukum bagi pemberi sewa, maka penyewa dibebankan
memberikan jaminan dalam pelaksanaan sewa menyewa tersebut.

Suatu perjanjian memang tidak diharuskan untuk dibuat secara tertulis,
kecuali untukperjanjian-perjanjian tertentu yang secara khusus disyaratkan
adanya formalitas ataupun perbuatan (fisik) tertentu. Berdasarkan pada Pasal 1554
KUH Perdata, pihak yang menyewakan tidak diperkenankan-selama waktu sewa,
mengubah bentuk atau susunan barang yang disewakan.

Di dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum
Perdata ditegaskan bahwa:”Setiap perjanjian yang telah dibuat secara sah adalah
mengikat para pihak yang membuatnya..sebagai undang-undang di antara
mereka”. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan oleh salah
satu pihak dalam perjanjian, kecuali jika hal tersebut memang dikehendaki secara
bersama oleh kedua belah pihak, atau berdasarkan alasan yang dianggap cukup
oleh undang-undang.

Menurut Pemilik PT. ACR RENT CAR vyaitu Bapak Anthon Yuliandri,

S.E.,M.M, jaminan yang diberikan oleh penyewa dalam melakukan perjanjian
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sewa-menyewa mobil di PT. ACR RENT CAR yang dilakukan oleh golongan
pribadi atau individu adalah seperti fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk),
fotocopy SIM (Surat Izin Mengemudi), fotocopy KK (Kartu Keluarga), dan
fotocopy KTM (Kartu Tanda.Mahasiswa). bila penyewaan. mobil di PT. ACR
RENT CAR dilakukan oleh mahasiswa. Sedangkan penyewaan mobil dari
golongan perusahaan harus -membeérikan gaminan dalam bentuk identitas
perusahaan «'secara. . lengkap, akurat dan terperinci” baik itu berupa nama
perusahaan, pemilik perusahaan, dan alamat perusahaan.

Hukum jaminan adalah menjamin dipenuhinya kewajiban yang dapat
dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan hukum. Oleh karena itu
hukum jaminan-erat sekali dengan hukum benda. (Salim HS, 2008: 22)

Ruang lingkup kajian hukum jaminan meliputi jaminan umum dan
jaminan khusus, Jaminan khusus dibagi menjadi 2 (dua) macamn yaitu jaminan
kebendaan dan jaminan perorangan, Jaminan kebendaan dibagi menjadi jaminan
benda bergerak dan tidak bergerak. (Salim HS, 2008: 8)

Menurut Salim HS (2008: 23) Jaminan dibedakan menjadi 2 macam, yaitu:
1. Jaminan materiil (jaminan kebendaan), yaitu jaminan kebendaan dalam

arti memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan

mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan.

2. Jaminan imateriil (jaminan perorangan), yaitu jaminan perorangan tidak
memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu, tetapi hanya
dijamin oleh harta kekayaan seseorang lewat orang yang menjamin

pemenuhan perikatan yang bersangkutan.
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Adapun menurut hasil wawancara penulis dengan pemilik PT. ACR
RENT CAR vyaitu Bapak Anthon Yuliandri, S.E.,M.M kegunaan jaminan bagi
pihak yang menyewakan adalah:

a. Memberikan hak" dan-kewajiban bagi+pihak yang. menyewakan untuk
mendapatkan pemenuhan janji dari pihak penyewa apabila terjadi
wanprestasi dalam perjanjian sewamenyewa mobil.

b. Memberikan himbauan kepada pihak penyewa untuk mengembalikan
mobil yang disewa sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan.

C. Untuk mengantisipasi itikad yang tidak baik dari pihak penyewa.

Pemilik PT. ACR RENT CAR yaitu Bapak Anthon Yuliandri menyatakan
mengenai sistem sewa-menyewa mobil dengan supir terdapat perbedaan tarif atau
harga penyewaan antara penyewaan mobil menggunakan supir atau tidak. Jika
penyewa tidak menggunakan supir maka penyewa tidak harus membayar jasa
supir hanya membayar uang sewa mobil saja dan bila penyewaan mobil
menggunakan supir maka tarif dalam penyewaan mobil menjadi naik karena harus
membayar jasa supir sebesar Rp200.000,- per hari.tergantung penyewa ingin
menggunakan jasa sewa ‘menyewa mobil- menggunakan supir dan dalam
pelaksanaan mengenai sewa-menyewa mobil dengan supir di PT. ACR RENT
CAR banyak memiliki keuntungan yaitu supir mobil rental bisa berfungsi sebagai
tour guide atau petunjuk jalan yang dapat memandu perjalanan, tidak tersesat dan
kehilangan arah karena mereka sudah hafal jalan-jalan yang ingin dituju.

Pemilik PT. ACR RENT CAR yaitu Bapak Anthon Yuliandri, S.E.,M.M

menyatakan dalam penyewaan kendaraan yang disewakan kepada penyewa harus
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benar-benar dalam keadaan baik atau sehat dan layak jalan yaitu dengan
melakukan pengecekan kondisi mesin mobil, kelistrikan biasanya menggunakan

alat bantu volt meter untuk mengecek sumber listrik baik alternator maupun aki,

ACR REN

memenuhi

dalam isi perje

pihak PT.

Menurut pemilik PT. ACR RENT CAR yaitu Bapak Anthon Yuliandri,
S.E.,M.M ada perbedaan tarif antara jenis atau merek mobil yang akan disewa
oleh penyewa yaitu dalam bentuk hitungan hari, minggu, bulanan tergantung si

penyewa mobil.
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Daftar harga sewa mobil di PT. ACR RENT CAR vyaitu:

A MEREK TOYOTA:

1. Toyota Avanza G M/T 1.3 Rp. 350.000,-

menyewakan berdasarkan merel obil serta harga sewa mobil yang
akan di sewa oleh penyewa yang telah ditentukan oleh pihak yang menyewakan
jasa rental mobil.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik PT. ACR RENT CAR yaitu
Bapak Anthon Yuliandri, S.E.,M.M di dalam perjanjian sewa-menyewa mobil

dalam pembayaran uang sewa dilakukan sesuai dengan kesepakatan yaitu

membayar uang sewa dimuka sebelum mobil di gunakan dan melihat merek atau
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jenis mobil yang ingin disewa tergantung berapa hari akan merental mobil
tersebut sesuai kesepakatan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan penyewa pada PT.

penyewa,

termasuk

Pasal 1382 KUH Perdata. (Abd Thalib dan Admiral, 2005: 184)

Menurut Pasal 1382 KUHPerdata menyatakan bahwa: “Tiap-tiap perikatan
dapat dipenuhi oleh siapa saja yang berkepentingan, seperti orang yang turut
berutang atau seorang penanggung hutang. Suatu perikatan bahkan dapat dipenuhi
juga oleh seorang pihak ketiga, yang tidak mempunyai kepentingan, asal saja

orang pihak ketiga itu bertindak atas nama dan untuk melunasi hutangnya
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siberutang atau jika ia bertindak atas Namanya sendiri, asal ia tidak menggantikan

hak-hak si berpiutang”. (Subekti dan Tjitrosudibio, 2001: 350)

Menurut penulis, risiko dalam menjalankan bisnis rental mobil merupakan

melakukan . ah pe : 0 ’ i

pemberi s
Ber ilik PT. ACR
RENT CAF a bertanggung

ya waktu sewa

ALRALANG

kejadian diluar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang
dimaksudkan dalam perjanjian. (Subekti, 2001: 144)

Pasal 1237 KUH Perdata menyatakan bahwa, dalam hal adanya perikatan
untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan

dilahirkan adalah atas tanggungan si berpiutang. Jika si berutang lalai akan
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menyerahkannya, maka semenjak saat kelalaian, kebendaan adalah
tanggungannya. (Subekti, 2001: 45)

Maksud pasal tersebut adalah suatu perjanjian yang meletakkan kewajiban

perlu diadakan pertimbangan-pe 3 n.pihak mana yang

harus menang

1. i ang Va I e ' ecara keseluruhan

Jika barang yang disewanya sebagian yang musnah maka penyewa dapat
memilih menurut keadaan akan meminta pengurangan harga sewa atau
akan meminta pembatalan perjanjian sewa-menyewa (Pasal 1553 KUH

Perdata).
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Pada dasarnya pihak penyewa dapat menuntut kedua hal itu, namun tidak
dapat menuntut pembayaran ganti rugi kepada pihak yang menyewakan yaitu

dalam pasal 1553 KUH Perdata. (Salim HS, 2008: 62)

atan ringan,

emintakan

diatas Rp.

hukum berdasarkan wawancara dengan Pemilik PT. ACR RENT CAR yaitu
Bapak Anthon Yuliandri, S.E.,M.M harus ditanggung oleh penyewa dengan
perjanjian yang telah disepakati, pengurusan terhadap mobil di kantor polisi di
urus oleh pemberi sewa, dari pengurusan tersebut, biaya-biaya yang dikeluarkan

dibebankan kepada penyewa atau pihak keluarga penyewa.
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Berdasarkan Pasal 1139 BW, uang sewa barang tetap, biaya perbaikan
yang menjadi kewajiban penyewa serta segala sesuatu yang berhubungan dengan
pemenuhan perjanjian sewa menyewa itu termasuk salah satu piutang-piutang
yang didahulukan.atas barang-barang tertentu.

Hak dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu dari segi eksistendi hak itu
sendiri, dari segi keterkaitan. hakitu ‘dalam kehidupan bernegara dan dari segi
keterkaitan hak itu dalam kehidupan bermasyarakat. Dilihat dari segi keterkaitan
antara hak itu-dan kehidupan bermasyarakat, terdapat hak-hak privat yang terdiri
dari hak-hak absolut dan hak-hak relatif. (Marzuki, 2009: 185)

Perbedaan antara hak-hak absolut dan hak-hak relatif, yaitu:

1. Hak absolut dapat diberlakukan kepada setiap orang sedangkan hak relatif
hanya berlaku untuk seseorang tertentu. Dengan adanya hak relatif, pihak
ketiga harus menghormati hubungan hukum yang ada.

2. Hak-hak absolut memungkinkan pemegangnya untuk melaksanakan apa
yang menjadi substansi haknya melalui hubungan dengan orang lain. Sisi
balik dari hak absolut ini adalah orang lain tidak boleh melakukan
pelanggaran atas kesempatan yang.dimiliki oleh pemegang hak tersebut.
Sedangkan hak relatif menciptakan tuntutan kepada orang lain untuk
memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.
Sisi balik hak relatif adalah kewajiban orang lain untuk memberikan
sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu.

3. Objek hak-hak absolut pada umumnya benda, sedangkan objek hak relatif

adalah prestasi, yaitu memberikan sesuatu, melakukan suatu, atau tidak
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melakukan sesuatu. Akan tetapi pada masa sekarang, yang dikategorikan

sebagai benda bukan hanya barang berwujud, melainkan barang tidak

berwujud, seperti hak kekayaan intelektual. (Marzuki, 2009: 200)

sebagaimana yang ditentukan dala jian yang dibuat antara kreditur dengan
debitur. Di dalam penelitian ini berarti kelalaian dilakukan oleh pihak debitur
(penyewa) dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa mobil dengan pihak
kreditur (pihak yang menyewakan).

Pada hukum perikatan, wanprestasi memiliki makna sebuah kealpaan atau

ingkar janji. Wanprestasi memiliki bentuk- bentuk diantaranya tidak melakukan
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prestasi tetapi hanya melakukan separuh, mengerjakan prestasi tapi tidak

sebagaimana yang diharapkan (Abd Thalib dan Admiral, 2005: 112)

Menurut pasal 1239 KUHPerdata mengatur bahwa: “Tiap perikatan untuk

diinginkan
bagi pelak

Be a Ccon ‘j ‘- -L:l- fakan ganti rugi
kepada pe bil yang disewa

menabrak jal dunia, atau

juga menanggung segala biaya yang berhubungan dengan kerusakan dan biaya

administrasi mobil di Kantor Polisi. Namun dalam kenyataannya pihak PT. ACR

RENT CAR menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan atau musyawarah.
Menurut pemilik PT. ACR RENT CAR, penyelesaian sengketa dalam

perihal mobil yang dilarikan olen Bapak Novrianto diselesaikan secara

musyawarah dan mufakat, akan tetapi Pihak PT. ACR RENT CAR sempat
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membuat Laporan Polisi untuk menindaklanjuti wanprestasi yang dilakukan
Bapak Novrianto, akan tetapi laporan tersebut tidak diteruskan sampai selesai,
karena pada akhirnya Bapak Novrianto ingin menyelesaikan secara musyawarah
dan mufakat.

Yang menjadi hambatan dalam penyelesaian sengketa ini adalah pihak
ketiga lalai dalam menyelesaikan-kewajiban untuk membayar uang sewa dan ganti
rugi akibat kerusakan mobil yang begitu parah sehingga pihak pertama tidak bisa
menyewakan maobil tersebut. Akan tetapi walaupun pihak ketiga yang melakukan
kesalahan, pihak kedua tidak bisa lepas tangan sebab telah melanggar perjanjian
yang telah disepakati bersama karena tanpa sepengetahuan pihak pertama dengan
melakukan perjanjian kepada pihak ketiga dengan obyek barang sewaan yang
terlebih dahulu telah menjadi objek perjanjian pihak pertama dan kedua.

Penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh pihak-penyewa yaitu oleh
Bapak Marhadinata perihal mengembalikan mobil dalam keadaan kaca yang
pecah yaitu pihak PT. ACR RENT CAR meminta ganti rugi kepada Bapak
Marhadinata atas kerusakan yang disebabkannya, serta Bapak Marhadinata juga
harus membayar uang sewa selama proses mobil tersebut masuk ke bengkel.

Hal ini di bahas juga dalam KUH Perdata pasal 1237 yaitu “pihak
berhaklah yang memikul tanggungannya dan pihak berwajib tidak diwajibka
nuntuk mengganti kerugian yang diderita pihak yang berhak”. Akan tetapi, kedua
pihak lalai dalam menyerahkan barang sewa dan menggantikerugian.

Menurut penulis, bagi perusahaan rental mobil besar, tindakan wanprestasi

dari beberapa penyewa bisa jadi tidak berdampak buruk bagi kelangsungan
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perusahaan, tetapi bagi perusahaan kecil, yang umumnya hanya memiliki 40%
dari total mobil yang disewakan tentunya menuntut pemberi sewa untuk lebih
dominan dalam memberikan sewa. Hal ini membawa dampak perusahaan kecil
tidak dapat bertahan lama dalam_ bisnis rental-mobil, terlebih lagi apabila mobil
yang disewakan masih dalam status kredit dan persaingan usaha yang menuntut
pelaku usaha seakan tidak diperbolehkan berlama-lama memutuskan menyewakan
atau menolak sewa.

Bentuk penyelesaian sengketa bagi penyewa yang wanprestasi atau ingkar
janji dalam hal tidak mengembalikan pada waktu yang telah ditentukan menurut
pimpinan PT. ACR RENT CAR yaitu Bapak Anthon Y uliandri, S.E.,M.M adalah:
1. Keterlambatan kurang dari 5 jam dikenakan denda 10% setiap jam
2. Diatas 5 jam s/d keterlambatan setiap 24 jam (satu hari) dikenakan denda

100% dari harga sewa.,

Pendiri PT. ACR RENT CAR bapak Anthon Yuliandri, S.E.,M.M tidak
menuntut penyewa yang mengalami wanprestasi ke pengadilan dengan alasan
masih bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan dengan rasa kebersamaan
antara debitur dan kreditur-atau.penyewa .dan pemberi sewa, dan adapun yang
membuat alasan pihak penyewa berani melakukan wanprestasi atau yang disebut
ingkar janji karena adanya insiden kecelakaan yang membuat mobil menjadi rusak
yang menyebabkan pihak penyewa tidak berani mengembalikan mobil tepat
waktu sesuai dengan kesepakatan pemimjaman perjanjian sewa-menyewa antara
penyewa dan pemberi sewa, seharusnya ada iktikad baik dari penyewa kepada si

pemberi sewa untuk mengabari atau datang langsung ketempat PT. ACR RENT
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CAR untuk membicarakan hal ini supaya tercapai prestasi penyewa yaitu
sebagaimana yang ditentukan dalam isi perjanjian yang dibuat oleh penyewa dan
si pemberi sewa.

Bentuk penyelesaian Sengketa bagi penyewa yang mengalami wanprestasi
dilakukan secara kekeluargaan atau non litigasi yaitu penyelesaiaan perkara diluar
pengadilan dengan mengedepankan ‘rasa ‘kebersamaan dan kekeluargaan antara
penyewa dan pemberi Sewa. Bagi penyewa yang wanprestasi dalam hal mobil
mengalami kerusakan akibat kecelakaan menurut pimpinan PT. ACR RENT CAR
yaitu Bapak Anthon Yuliandri, S.E.,M.M adalah kendaraan roda empat atau mobil
dimasukkan Kke bengkel atas inisiatif pemberi sewa, penyewa dimintakan
pertanggungjawaban berupa pembayaran uang sewa selama mobil berada di
bengkel, karena biaya kerusakan mobil telah ditanggung terlebih dahulu oleh
pihak asuransi, setelah pengurusan selesai maka diadakan negosiasi antara
pemberi sewa dan penyewa, sehingga bisa saja kemungkinan biaya pengurusan
ditanggung bersama antara penyewa dan pemberi sewa.

Permasalahan hukum didalam pelaksanaan perjanjian harus diselesaikan
oleh para pihak yang membuatnya dengan.mengedepankan rasa keadilan, yaitu
memberikan solusi yang bijak dalam setiap permasalahan yang terjadi.

Menurut penulis, penyelesaian sengketa yang dapat diselesaikan diluar
pengadilan bersifat terbatas dalam arti, hanya dapat digunakan untuk bidang
hukum tertentu, yakni dibidang keperdataan, hal ini disebabkan oleh sifat dari
hukum perdata itu sendiri, yakni menyangkut hubungan hukum antara manusia

yang satu dengan manusia yang lainnya sehingga tidak terdapat unsur publik.
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Oleh karena itu, apabila terjadi peristiwa hukum yang dapat menimbulkan

kerugian yang hanya dialami oleh para pihak dan tidak memberikan dampak yang

merugikan bagi masyarakat, tidak diperlukan campur tangan negara dalam

1. esaia : la : of dikatakan sebagai

pihak untuk

berwenang. Sedangkan dalam penyelesaian sengketa melalui non litigasi
tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya sebab tergantung pada kehendak
dan itikad baik dari para pihak.

3. Penyelesaian sengketa melalui litigasi pada umumnya dilakukan dengan

menyewa jasa dari advokat atau pengacara sehingga biaya yang

dikeluarkan tentunya menjadi lebih besar.
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Penyelesaian sengketa melalui litigasi tentu harus mengikuti persyaratan-
persyaratan dan prosedur-prosedur formal dipengadilan dan sebagai

akibatnya jangka waktu untuk penyelesaian suatu sengketa menjadi lama.

asi tidak mempunyai

‘ “‘!“‘ .~0 bentuk dan
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

H
N
O
>
)
5

dari penyewa,

erjanjikan dan

AR

verahkan mobil

dengan memberikan 2 SIM/KK kepada pemberi sewa,
memberikan jaminan kepada pemberi sewa, menggunakan mobil yang
disewa sesuai dengan tujuan yang diberikan berdasarkan perjanjian,
membayar harga sewa pada waktu yang telah disepakati bersama.

2. Penyelesaiaan sengketa terhadap wanprestasi oleh penyewa dalam
perjanjian sewa-menyewa mobil pada PT. ACR RENT CAR pada

umumnya dilakukan secara kekeluargaan atau dilakukan secara non
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litigasi, vyaitu penyelesaiaan perkara diluar pengadilan dengan
mengedepankan rasa kebersamaan dan kekeluargaan antara penyewa dan

pemberi sewa.

diinginkan. Bagi penyews a melihat dan memahami apa yang

menjadi syarat serta resiko-resiko yang ditimbulkan apabila tidak

memenuhi segala bentuk dari isi perjanjian.

Untuk si penyewa, seharusnya membaca terlebih dahulu secara jeli dan
teliti isi dari perjanjian sewa-menyewa, sehingga mengetahui apa yang

menjadi hak dan kewajibannya, dan berapa tanggung jawabnya saat
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menggunakan mobil yang disewanya ataupun ketika terjadi kerusakan
pada mobil yang disewanya, serta pihak penyewa harus melaksanakan isi

dari perjanjian dan apabila terjadi sengketa antara para pihak langkah yang

on litigasi (diluar

‘ ‘ Rkﬁ\“ .0?%‘ eluargaan.

STTAS ISLA
S “2
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